REPUBLIK INDONESIA

No. 1490, 2018
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Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142/PMK.02/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
94 /PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran, serta penelaahan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan  Pengesahan  Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerjaan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
94 /PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN  ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 985) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 /PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94 /PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L merupakan bagian dari
penyusunan APBN, selain Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara (RDP-BUN). Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara
anggaran Kementerian/Lembaga dan anggaran Bendahara Umum Negara,
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya berisi mengenai pedoman umum
penyusunan RKA-K/L, vang didefinisikan sebagai dckumen rencana keuangan
tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga. Sementara itu, pedoman umum penyusunan RDP-BUN
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/L mengatur 2 (dua) materi
pokok, vaitu: pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran.
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas
pendekatan: i) Penganggaran Terpadu, ii) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK),
dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Selanjutnya, proses
penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganggarannya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan
Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus
dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar

dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
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PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran ocleh
Kementerian/Lembaga berpedoman pada 3 (tiga) pilar sistem

penganggaran, yaitu (1) Penganggaran Terpadu, (2) PBK, dan (3) KPJM.

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penganggaran Terpadu merupakan unsur yang paling mendasar
bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya, yaitu
PBK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran
terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen
RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi,
dan jenis belanja (ekonomi). Integrasi atau keterpaduan proses
perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi
duplikasi dalam penyediaan dana untuk Kementerian/Lembaga baik
yvang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Pada sisi yang lain pencrapan Penganggaran Terpadu juga
diharapkan dapat mewujudkan satuan kerja (satker) sebagai satu-
satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap aset dan
kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan
dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak
ada duplikasi dalam penggunaannya.

Penganggaran Terpadu tersebut diterapkan pada ketiga
klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi,
dan klasifikasi jenis belanja (ekonomi). Dalam proses penyusunan
RKA-K/L, ketentuan mengenai klasifikasi anggaran, berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran dan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar, serta

aturan turunannya.

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran
yvang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang
diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja

tersebut. Yang dimaksud Kinerja adalah prestasi kerja berupa



